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ABSTRAK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 merupakan putusan 

pengujian undang-undang yang membawa perubahan mendasar terhadap 

pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya mengubah dan memberikan penafsiran konstitusional 

terhadap sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja, tetapi juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk 

membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan terpisah dari Undang-

Undang Cipta Kerja. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap sistem 

pengaturan ketenagakerjaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak 

pekerja serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana tindak lanjut pembentuk 

undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-

XXI/2023.; kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia dari 

perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi 

pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan 

wawancara terhadap pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 memperkuat perlindungan hak-

hak pekerja melalui perubahan norma mengenai tenaga kerja asing, perjanjian kerja 

waktu tertentu, alih daya, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, dan pesangon, 

sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Kedua, tindak lanjut pembentuk undang-undang terhadap 

putusan tersebut masih berada pada tahap penyusunan kebijakan legislasi sehingga 

diperlukan komitmen politik hukum dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan 

amanat Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta sistem hukum ketenagakerjaan 

yang lebih harmonis, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan 

hak-hak pekerja dan iklim investasi yang berkeadilan. 
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